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BAS I

Pada masa sekarang ini penyelengsaraan urusan pemerintahan mustahil

untok dilaks.nakan sendni oleh negara ata! pemerintah, Densa. berbaAai

keterbatasan yang ada pemerntah perlu melakukan kolaborasi dengan pihak

swasta atau kelompok masvarakat. tulam paedi9na new poblic ndhogement

(NPM) pemerirtah yans baik 2datah peme.intah yanB semakin kecit untuk

menangan urusannya secara sendii, demikian tuSa pad. paradigma new public

service (NPS) peran serta kelompok masyarakat sangat menentukan efektifitas

penvelenSgaraan urusan pemerintahan kolabora5i de.san swasta dan kelompok

masvarakatVang palinB sede.hara adalah mealul hLrbungan kontrak.

Pemerintah menawarkan kepada stakeholder di tlar peherintahan untuk

dapat berperan serta memenuh kebut!han pemerntah maupon masyarakat

secara umum. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukkan densa. metatui

pensadaan baranSrasa pemerintah baik melalui 5wakelola maupun menjatin

kerjasama dengan pihak lan. Agar tercapai prinsip qood governqnce yan1

meliputiakuntabilitas, parthipasidan transaparansimaka dipenoka. adanya tata

kelola Vangtelas dalam proses maupun mekanishe pengadaannya.

Pada tahun 2018 yang lalu telah diterbitkan Peraturan p.esiden (perpres)

Nomor 16 tahun 2018 tentanB pengadaaan baran&/jasa peme.intah sebagai

wujud dari penerapan prinsip sood qovetnonce dalam pergadaan barans/jasa di

lndonesia. Perpres tersebut sebagai revsi dari perpres sebelumnya yaig 5udah

tidak sesual dengan perkembangan kemajuan dan tuntutan p.ofesionalistas di

masa kini. Sebagal perpres yan8 baruk maka ada beberapa hal yans berbeda


